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1. Latar Belakang Masalah

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok uk&lidupan manusia baik
dalam masyarakat yang hidup di pedesaan maupurana&sy yang berdomisili
di perkotaan. Oleh karena itu Perusahaan listrigaxe yang biasa disingkat
dengan sebutan PLN dituntut untuk dapat membepkdayanan yang maksimal
dalam memenuhi kebutuhan konsuméfetelah dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang PerubahatusStPLN dari
perusahaan umum menjadi perseroan telah merubdigk@si pelaku bisnis
kelistrikan di Indonesia. Kalau semula PLN merupakeelaku tunggal yang
memegang monopoli dalam penyediaan tenaga listrilaka sekarang bisnis
tenaga listrik Indonesia akan diramaikan oleh bgabpesaing baik yang berasal
dari dalam maupun luar negri. Dengan demikian se@ami akan terjadi
kompetisi yang ketat antara berbagai perusahaag yamuanya memasarkan
suatu produk yang sama yaitu energi listrik.

Keberadaan listrik swasta menurut Keppres No. & 1992 tentang usaha
penyediaan tenaga listrik oleh swasta adalah dedaugka memenuhi kebutuhan

tenaga listrik yang semakin meningkat, pemerintainganggap perlu untuk

! Darji Yendi Sugiarto, Aspek Hukum Dari Perjanjian Jual Beli Listrik Antara PT PLN (Persero) dengan

PT Cikarang Listrindo,”, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhzadiyah Jakarta, Jakarta, 2000),
Hal.1
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mendorong usaha penyediaan tenaga listrik oleh rbadsha swasta dan
koperasi dalam pembiayaan pembangunan, kepemililean pengoperasian
pembangkit tenaga listrik, termasuk usaha transrdesn usaha distribusi.

Keppres No. 37 Tahun 1992 mengatur partisipasitswaegam usaha penyediaan
tenaga listrik untuk mencapai tingkat pelayanan yaakat yang setinggi-

tingginya dalam pemanfaatan sumber daya dan susalper efisien. Kabel listrik

dibawah laut juga saat ini memiliki peranan pentiatam memenuhi kebutuhan
pasokan listrik untuk membantu pembangkit listpaya lebih optimal. Selain

untuk pembangkit listrik, kabel bawah laut jugaakakatu cara yang efektif
untuk menghubungkan aliran tenaga listrik dari sawlau ke pulau lainnya.

Kawasan dasar laut yang merupakan wilayah air pedarnya dapat dibagi
dalam 3 bagian yaitu permukaan lautan, dalam lawtan dasar lautan. Ketiga
bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang bpealiasatu pengawasan,
berdasarkan kedaulatan suatu negara atau hukummasitenal. Bagi wilayah

perairan teritorial suatu negara, berarti segalag@elaan kepentingan,

pemeliharaan dan pengawasan pada prinsipnya taggawab ada pada negara
tersebut dalam pelaksanaannya tetap memperhatikanrhkebiasaan maupun
konvensi internasional yang berlaku. Demikian halmntuk kawasan dasar
laut?

Sedangkan apabila wilayah perairan (laut) bukanupsan teritorial suatu
negara, berarti hukum internasional yang berlakm daenguasai wilayah
tersebut, bukan diperlakukan hukum nasional negaaa pun, namun dalam
pergaulan masyarakat internasional harus tetap imdaitgkan hak-hak negara
lain dengan kewajiban melindungi dan melestarikagkingan laut. Pelayaran
di laut lepas merupakan kebebasan dalam arti adakketerikatan dengan suatu
kedaulatan maupun hukum nasional suatu negara, maalam wilayah ini
bukan berarti dalam melakukan apa saja (semaunyddinkan harus tetap
memperhatikan konvensi hukum laut internasionalgyarengatur masalah laut

bebas. Konvens Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang Hukum

2 Subagyo P. Jokdjukum Laut Indonesia, Cet 4, Rieneka Cipta, Jakarta, 2009 , h.38.
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Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) Konvensi Hukum Laut
atau Hukum perjanjian Laut, adalah perjanjian masional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukaot yang ketiga
(UNCLOS Il ) yang berlangsung dari tahun 1973 sangengan tahun 1982.
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan gunmg jawab negara dalam
penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedantak bisnis, lingkungan,
dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensngetkan pada tahun 1982,
menggantikan perjanjian internasional mengenai tabhun 1958. UNCLOS
diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah @ugenjadi negara ke-60
untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat iniahtell58 negara dan
Masyarakat Eropa telah bergabung dalam Konvendar@gkan Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima rmestruatifikasi danaksesi
dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan dukungauk pertemuan
negara pihak Konvensi, PBB tidak memiliki peran ragsnal langsung dalam
pelaksanaan Konvensi. Bagaimanapun peran yang rigaraioleh organisasi-
organisasi seperti Organisasi Maritim Internasipiamisi Penangkapan lkan
Paus Internasional, dan Otorita Dasar laut Intéonas (yang terakhir yang
didirikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa)

UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional ysrdapat mengatur
mengenai pemasangan, perlindungan dan perbaikasl kalwvah laut di laut
teritorial atau di luar laut teritorial di suatu ¢gd@a. Indonesia sebagai salah satu
negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 berkiaajuntuk melaksanakan
dan mengimplementasikan hak dan kewajiban yandh teliatur di dalam
UNCLOS 1982 kedalam peraturan perundang-undangaonésia. United
Nation Convention on the Law of the Sea 1982, dtdodonesia disebut dengan
konvensi hukum laut 1982 merupakan perjanjian masional yang mengatur
mengenai hak dan kewajiban negara dalam memanfadta baik yang
merupakan bagian dari wilayahnya (perairan pedalamperairan kepulauan dan

laut teritorial) yang berada dibawah kedaulatarareggmaupun laut yang berada
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di luar wilayah negara Pengaturan dalam UNCLOS 1982 termasuk pengaturan
kabel bawah laut di dalamnya, sudah menjadi suatyurn kebiasaan
internasional, sehingga ketentuan tersebut mengikak hanya negara peserta
UNCLOS 1982 tetapi juga mengikat negara yang byleserta UNCLOS 1982.
Aturan-aturan yang telah berlaku sejak terciptadCLOS 1982 telah
dianut pula dengan baik di Negara Indonesia yarngheme merupakan negara
kepulauan. Atas dasar tersebut maka dalam pelaksgo@menuhan pasokan
listrik untuk seluruh warga Indonesia harus dibsamber pengaliran listrik
melalui kabel laut. Namun dalam kenyataannya peguraam kabel laut tersebut
memiliki banyak kendala salah satunya adalah tatknya tenaga ahli dalam hal
pemasangan kabel laut tersebut. Ini berdasarkan atlean pemerintah yang
tidak memperbolehkan tenaga ahli dari luar negetulu ikut serta dalam
pembuatan kabel laut tersebut. Laut yang ada dapsetegara telah dibuat
rambu-rambu lalu lintas laut untuk setiap kapat k|ang melewati laut tersebut
untuk memberitahukan adanya bahaya atau rintargamdpelayaran, dalam hal
ini termasuk rambu kabel laut jaringan listrik tegan tinggi yang ada dibawah
laut. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21uhah992 bagian ketiga
Pasal 12 dan Pasal 13 menyatakan bahwa untuk kegemt keselamatan

berlayar di perairan Indonesia.
Pasal 12

a. Menetapkan alur-alur pelayaran, pembangunan, peagiap serta
pemeliharaannya
b. Menetapkan sistem rute

c. Menetapkan tata cara berlalu lintas

* Fadli Yuliansyah, Pemasangan, perbaikan dan perlindungan kabel bawah laut :
http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=188iakses pada tanggal 12 Oktober 2012
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d. Melaksanakan survei dan pemetaan hidrografi unéukytakhiran data pada

buku petunjuk pelayaran dan peta faut
Pasal 13

(1) Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan
a. Setiap bangunan atau instalasi harus memenuhi gratap yang
ditetapkan
b. Setiap kegiatan atau hal yang dapat membahayakin dit@tapkan zona
keselamatan dan diumumkan
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 detilr lanjut dengan
peraturan pemerintah.
Walaupun rambu lalu lintas telah dibuat tetapi ad@m oknum yang masih
melanggar aturan dan rambu tersebut sehingga miéagledn kerugian yang
sangat besar untuk orang banyak. Seperti yangdtedjawilayah laut Jawa
dimana sebuah kapal MV. Kota Indah menurunkan jangépal di dekat daerah
larangan untuk melepas jangkar kapal sehingga g@ngsebut memutuskan
aliran listrik kabel dibawah laut milik PT. PLN (Rero). Penyelesaian kasus
tersebut secara kasat mata memang masuk ke dataim makum pidana karena
merupakan perbuatan melanggar hukum, hal ini déiplaat dari hukuman yang
diberikan kepada tersangka yaitu Nakhoda dan avegdalkya. Akan tetapi
dilihat dari kerugian negara yang ditimbulkan olefsangka menyangkut negara
dan masyarakat umum, Maka penyelesaian dari kasssbut dapat di kaitkan

dalam ranah Hukum Perdata. Penggantian kerugidmitéari 3 unsur, yaitu :

a. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkagas yang nyata/tegas
telah dikeluarkan oleh Pihak.

b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangarariza dan/atau harta
kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan olkidi@n pihak lainnya

* Iman Sjahputra Tunggal, et &eraturan Perundang-undangan Pelayaran dan Penerbangan Di
Indonesia, Jakarta, 199h.8.
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c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoletapkan oleh salah

satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalaelaksanakannya.

Karena kelalaian dan perbuatan melawan hukum yalaguétan oleh pihak

kapal MV. Kota Indah yaitu putusnya kabel bawaht ld3awa-Madura akibat
tergaruk jangkar kapal dan banyak pihak yang medasgikan maka PT.PLN

(Persero) menggugat ke pengadilan Negeri Surabagabdrharap ada itikad
baik dari pihak kapal MV. Kota Indah untuk bertangg jawab dan mengganti
biaya kerugian yang telah ditentukan oleh PT. PB¥rgero), tetapi tidak ada
itikad baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikangketa ini walaupun sudah
ada bukti yang kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas petediarik untuk memilih
Judul sebagai berikut Tinjauan Yuridis Pembayaran Ganti Rugi Sebagai
Akibat Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam
Kasus Putusnya Kabel Bawah Laut Jawa-Madura (Studi Kasusdi PT. PLN
(Persero)

Pokok Permasalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang permasalahanebtgts maka
permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitiasdapat dirumuskan sebagai
berikut :

a. Bagaimana langkah PT. PLN (Persero) dalam mergigbas sengketa
tersebut?

b. Apa kendala penyelesaian klaim ganti rugi akibdalkéan yang dilakukan
Kapal MV. Kota Indah?

c. Bagaimana proses penerapan penyelesaian klaim dath igi akibat
kelalaian (schuld) yang dilakukan MV. Kota Indah?
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3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian  merupakan bingkai perseliti yang
menggambarkan batas penelitian, mempersempit palahas, dan membatasi area
penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkanasacpasti faktor-faktor mana
yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau unmdnentukan apakah semua
faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliaukah akan dieliminasi
sebagian. Penulis membuat skripsi yang berju@utjauan Yuridis Pembayaran
Ganti Rugi Sebagai Akibat Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perusahaan
Pelayaran Dalam Kasus Putusnya Kabd Bawah Laut Jawa-Madura (Studi
Kasus di PT. PLN (Persero)” karena ingin membahas tentang apa saja langkah
yang dilakukan PT. PLN (Persero) dan untuk mengetddagaimana proses
penerapan klaim dan ganti rugi atas kelalaian yditekukan kapal MV. Kota
Indah, apakah ada kendala atau masalah dalam spgeati rugi tersebut.
Dikarenakan agar pembahasan skripsi ini tidak naeletan tetap pada jalur
perumusan masalah. Menjadi suatu kewajiban untuk gparat hukum agar bisa
menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya kabEmyak pihak yang merasa
dirugikan atau merasa terganggu atas masalah terdean kasus tersebut harus
dilaksanakan atas dasar hukum dan undang-undamgbgalaku di Indonesia agar
tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan aterasa diberlakukan tidak
adil.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisadalah :
1) Untuk mengetahui bagaimana langkah PT. PLN (P&rselalam
menyelesaikan sengketa tersebut
2) Untuk mengetahui Apakah ada kendala dalam penyafesdaim ganti
rugi akibat kelalaian yang dilakukan MV. Kota Indah
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3) Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan psaiglieklaim dan

ganti rugi akibat kelalaian (schuld) yang dilakukayi. Kota Indah

b. Manfaat Penulisan

1) Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbampgankiran dalam
pengkajian ilmu pengetahuan di bidang hukum pergiatg terkait dengan
ganti rugi.

2) Untuk memberikan informasi tentang peraturan dambterambu apa saja
yang harus ditaati saat berlayar agar tidak adiaki#gus yang seperti ini
dan untuk memotivasi perusahaan pelayaran sugdga-calon nahkoda
dan awak kapalnya lebih diseleksi dan dilatih kelnlagar lebih
profesional dalam mengemudikan kapal laut.

3) Untuk menyampaikan bahwa peraturan di dalam peay&arus lebih
jelas dan mudah dimengerti oleh nahkoda dan awadl kaut

4) Diharapkan penelitian ini memberikan konstribusngaositif dalam hal

pelayaran

5. Kerangka Teoritisdan Kerangka K onseptual
a. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangkalpem atau butir-butir
pendapat, pisau analisis, penulisan mengenai sekasiis ataupun
permasalahan (problem), yang menjadi bahan penbgaudl pegangan yang
mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merwgpraknasukan eksternal
dalam penelititan ini. Perjanjian menurut Subakinyebutkan sebagai berikut
"suatu peristiwa dimana seseorang, berjanji kegadaorang lain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakatishal, dimana dari
peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antaasodang tersebut yang

dinamakan perikatan” Sedangkan menurut pasal 1313 KUHPer, perjanjian

> Subekti, Hukum Perjanjian, Cet ke-19, Intermasa Jakarta , 2002, h. 1.
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adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satg atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

®Secara tradisional suatu perjanjian terjadi bedakdn asas kebebasan
berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai keklard yang seimbang dan
kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kes@pakang diperlukan bagi
terjadinya perjanjian itu melalui proses negosdisantara mereka. Dan pada
pasal 1320 KUHPer telah mensyaratkan empat halkusttahnya suatu
perjanjian, yaitu :
Adanya kesepakatan (kata sepakat antara merekan@amgkatkan diri)
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Suatu pokok persoalan tertentu.

N .

Klausa yang halal (suatu sebab yang tidak dilam@ieyy hukum positif

suatu negara)

Kesepakatan merupakan syarat pertama sahnya paganjian. Kesepakatan
di antara para pihak merupakan perwujudan daririddde dua atau lebih
pihak dalam perjanjian mengenai apa yang merekaenkki untuk

dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, Kepas dilaksanakan,
dan siapa yang harus melaksanakan. Adanya kecakamaik bertindak

dalam hukum merupakan syarat kedua terbentuknyanfian yang sah.
Kecakapan untuk bertindak dalam banyak hal yandnubemgan dengan
kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun keduatdnsebut secara
prinsipil berbeda, namun dalam membahas masalatk&pan bertindak yang
melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka maskéatenangan untuk
membuat perjanjian menurut pasal 1330 adalah :

1) Orang yang belum dewasa

2) Orang yang berada dibawah pengampuan

® Mariam Darus Badrulzaman, 1996U.H Perdata Buku Il Hukum perikatan dengan penjelasan,
Alumni Jakarta, 1996, , cet 2, h.89.
’ Soedharyo SoiminKitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, 2007, h.329.
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3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetagheh Undang-
undang dan pada umumnya semua orang kepada sidpagiuandang
telah melarang membuat persetujuan-persetujuamtart

Pengertian tanggung jawab menurut Purwosutjiptb].N, dalam bukunya

tentang Pengertian Pokok Hukum Indonesia berpehdbphwa urusan

Perusahaan adalah terjemahan dari istilah aslirgtand bahasa belanda

handelszadk Selanjutnya Sukardono.R dalam bukunya Hukum Dggan

Indonesia berpendapat bahwa dengan “usaha pernidg&zari kedua

terjemahan tersebut, yang lebih tepat adalah uryssmsahaan karena

cakupan pengertiannya lebih luas, melingkupi seghjak yang ada dalam
lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaarsghaan maupun usaha
perusahaan.

Ditinjau dari segi ekonomi,tanggung jawab urusamugghaan adalah
segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalamutiggik perusahaan
sebagai satu kesatuan dengan perusahaan, yangkhgunntuk memperoleh
keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbgaramn sekecil-
kecilnya. Tanpa kekayaan dan usaha, perusaha&nnidagkin memperoleh
keuntungan yang dalam arti ekonomi sebagai tujgama. Secara ekonomi,
urusan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan ddgat pula
menimbulkan kerugian. Dari segi hukum, tanggunggajawrusan perusahaan
yang berupa kekayaan dan usaha perusahaan itudialitstan kepada pihak
lain, atau dapat dilakukan tanpa merugikan oramy ddau tidak. Urusan
perusahaan yang berupa kekayaan adalah benda gpagdialihkan kepada
pihak lain, baik tersendiri terpisah dari perusahasupun bersama dengan
perusahaan sebagai satu kesatuan. Dari segi hikekayaan yang berupa

benda dapat dijadikan objek jual beli sewa-menyesa ini diatur oleh

8 PurwosutjiptoPengertian Pokok Hukum Indonesia Jilid I, Djambatan, Jakarta, , 1985, h.33

® Sukardono.R Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1977 h.42
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hukum bagaimana cara melakukan jual-beli, sewa-mgay dan cara
melakukan penyerahan benda dan membayar harganya.

Tanggung jawab perusahaan salah satu materi hulang giperlukan
dalam menunjang pembangunan nasional adalah katendi bidang
Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuanmhu&ma. Dengan
ketentuan baru ini diharapkan Perseroan Terbatpat daenjadi salah satu
pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasdseiegluargaan menurut
dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejaveantidri Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian perbuatalawawe hukum dalam
bahasa belanda disebut dengan istilatnréchtmagtige daad” atau dalam
bahasa inggris disebut dengan istilatort®  adalah sebagai perbuatan
melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebak tintdakan perbuatan
melawan hukum pidana (delik) atau yang disebugderistilah “perbuatan
pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturarutrugang berbeda sama
sekalf®. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum phtguasa
negara atau yang disebut dengamnréchtmatige overheidsdaad” juga
memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yaugaj berbeda. Menurut
Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengidougtan melanggar
hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yanku#idéa oleh seseorang
yang karena salahnya telah menimbulkan kerugiam dxamg lain. Dalam
ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawakum, yaitu :

1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa Wmsangajaan
maupun kelalaian)

3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajoagasenana diketahui

bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adangar urkesalahan

(schuld) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. dddah merupakan

' Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.2.
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tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesaldbrsebut dianggap

ada jika memenuhi salah satu di antara 3 syaréuper

1) Ada unsur kesengajaan

2) Ada unsur kelalaiamégligence, culpa)

3) Tidak ada alasan atau pembenar atau alasan penedafvgardigings
grond), seperti keadaaawvermacht, membela diri, tidak waras, dan lain-
lain.

Ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesataldari pelaku perbuatan
melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatanan hukum yang
dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatalawae hukum yang
dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesaghdebih tinggi. Jika
seseorang dengan sengaja merugikan orang lain (bdikk kepentingan
sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukarbyegan yang melanggar
hukum tersebut dalam arti yang sangat serius ketgplalilakukannya hanya
sekedar kelalaian belaka. Perbuatan melawan hulangath unsur kelalaian
berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan.
Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pipalaku untuk
menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atauingaltidak dapat
mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbugaersebut akan terjadi.
Akan tetapi dalam kesengajaan tidak ada niat ddéatndari pihak pelaku
untuk menimbulkan kerugian, bahkan  mungkin adandiean untuk
mencegah terjadinya kerugian tersebut. Dengan dami#talam perbuatan
melawan hukum dengan unsur kesengajaan , niatsdap mental tersebut
tidak menjadi penting, yang penting dalam kelaladalah sikap lahiriah dan
perbuatan yang dilakukan, Tanpa terlalu mempertigkan apa yang ada
dalam pikirannya. Dalam ilmu hukum diajarkan batagar suatu perbuatan
dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah mememshuir pokok sebagai
berikut :

1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuaty m@stinya
dilakukan
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2) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
3) Adanya kerugian bagi orang lain
4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatantidtdu melakukan

perbuatan dengan kerugian yang timbul
Perbuatan melawan hukum menurut Langemeyer adatalk umelarang
perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yafaktdipandang keliru,
itu tidak masuk akal. Mengenai ukuran tentang keéitau tidaknya suatu
perbuatan telah melakukan larangan undang-undanga nthsitu ada
kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya steftihat jelas, dari sifat
melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali gkaasuk perkecualian
yang telah ditentukan oleh undang-undang pulzalam pendapat pertama ini
melawan hukum berarti melawan undang-undang, séhdum adalah
undang-undang. Pendirian yang demikian disebut ipandyang formal.
Pendapat kedua adalah belum tentu kalau semuaagb@nbyang mendekati
larangan undang-undang bersifat melawan hukumn&ameenurut pendapat
ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undarey siégamping undang
undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yashaktiertulis yaitu norma-
norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalasyarakat. Pendirian
yang demikian disebut dengan pendirian yang méeterii

Yang berpendapat formal untuk dapat dipidana péabuharus sesuai
rumusan delik yang tersebut dalam wet, jika sudahikian biasanya tidak
perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan malaviukum atau tidak.
Selanjutnya menurut Simons, “hemat saya pendap#artg sifat melawan
hukum yang materiil tidak dapat diterima, merekagyaenganut faham ini
menempatkan kehendak pembentuk undang-undang gtahgérnyata dalam
hukum positif, dibawah pengawasan keyakinan huku@ri dhakim
persoonlijk. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selaltbpatan yang
sesuai rumusan delik dalam wet adalah bersifatwaelehukum, akan tetapi

perkecualian yang demikian itu hanya boleh diteriapabila mempunyai

" |bid. Hal.23.
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dasar hukum dalam hukum positif sendfti’Kiranya perlu ditegaskan disini
bahwa dimana peraturan-peratuan hukum pidana dnkxla sebagian besar
telah dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Piddaa perundang-
undangan lainnya, maka pandangan tentang hukumsif@@amelawan hukum
materiil diatas hanya mempunyai arti dalam memperiikan perbuatan
yang meskipun masuk dalam perumusan undang-untatigak merupakan
perbuatan pidana. Akan tetapi apabila kita mengpanndangan yang materiil
maka bedanya dengan pandangan yang formal. Pamddogaal adalah
mengakui adanya pengecualian atau penghapusan sdati melawan
hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis ytarg tidak tertulis,
sedangkan pandangan yang formal hanya mengakuiepemigan yang
tersebut dalam undang-undang saja.

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tigp tperbuatan
perbuatan pidana juga bagi dalam perumusannya tidakyebut unsur-unsur
tersebut, sedangkan bagi pandangan yang formalteifsebut tidak selalu
menjadi unsur daripada perbuatan pidana, hanyadgfam rumusan delik
disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi wedikr

Adapun konsekuensi dari pada pendirian yang mendptwa sifat yang
melawan hukum selalu menjadi unsur tiap tiap dmtialah sebagai berikut :
1) Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam ramuwdelik maka

unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada,kegkea dibuktikan

sebaliknya dengan pihak terdakwa.

2) Jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur nagldakum ini ada
atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adaapagian pidana dan
oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Memujonkers dan
Langemeyer dalam hal itu terdakwa harus dilepas styala tuntutan

hukum (ontslag van recht ferfolging).

> Makalah Perbuatan Melawan Hukum, www.scribd.com Diakses pada tanggal 23 Oktober
2012.
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Unsur unsur PMH Berdasarkan perkembangan pengertian tentang
perbuatan melawan hukum (PMH = onrecht-matigedaad), diatas, maka
terdapat 4 kriteria dari pebuatan melawan hukugnyaitu :

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

2) Melanggar hak subjektif orang lain

3) Melanggar kaidah kesusilaan

4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitiaa, ksgnati-hatian

Kriteria pertama diatas menentukan bahwa perbuatalawan hukum itu

adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewdajilpataku. Tetapi tidak

semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajipataku dapat dituntut
ganti kerugian. Untuk dapat dituntut ganti kerug@isyaratkan :

1) Kepentingan penggugat benar-benar terkena ataunctera oleh
pelanggaran (PMH) tersebut. Seorang yang menetabgsu merah, dia
telah melakukan pelanggaran undang-undang secdaagitapi belum
dapat disebut melakukan PMH secara perdata selalal ada orang
yang dirugikan secara materiel.

2) Kedua : kepentingan penggugat memang dilindungnh ddaidah atau
peraturan perundang-undangan yang dilanggairsthutgz-norm theori).
Kriteria kedua adalah melanggar hak subjektif orbng, yaitu bahwa
seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang mieangatau bahkan
menghapuskan hak subyektif seseorang misalnygpsagurangan dana
BLT bagi masyarakat yang kurang mampu oleh pihaklpi yang
mengurusinya. Kriteria ketiga dari PMH adalah pgtaran terhadap
kaidah kesusilaan,yakni kaidah-kaidah moral sejgarg diterima oleh
masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulistekid keempat juga
diambil dari kaidah tidak tertulis, suatu perbuatdau tidak berbuat di
golongkan kepada perbuatan melawan hukum jika ttarigan dengan
kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yangrubnya dimiliki
seseorang dalam pergaulannya dengan sesama wasyarahkat atau

terhadap barang milik orang itu.
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b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yandp lkedankrit dari teori, yang

berisikan definisi operasional yang menjadi pegand@am proses penelitian

yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kksitrdata dalam skripsi ini

akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Perusahaan Pelayaran adalah badan hukum atau hesddra yang
mengusahakan jasa angkutan laut dengan mengguiiakan

Kabel listrik bawah laut adalah kabel transmisimaauntuk membawa
tenaga listrik bawah permukaan air. Hal ini dis€liaipal selam” karena
mereka biasanya membawa daya listrik di bawah aiarg (lengan laut,
laut, selat, dll) namun juga memungkinkan untuk ggemakan kabel
listrik bawah laut dibawah air tawar (besar danan slingai).

PT. PLN (Persero) adalah perusahaan BUMN yang kedtgtalam bidang
ketenagalistrikan dan merupakan satu-satunya penisilik di Indonesia.
Pengertian kerugian adalah kerugian nyata yangdidkarena wanprestasi.
Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan memhgkeal keadaan
kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan fkarsga tidak terjadi
wanprestasi'>

Pengertian ganti rugi adalah suatu perikatan kdaklah pihak untuk
mengganti kerugian dengan biaya rugi dan bung®atkiimbulnya
wanprestasi atau ganti rugi karena perbuatan malawiaum.

Pengertian perbuatan melawan hukum :

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban huleusamdiri.
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatankatharusan dalam

pergaulan masyarakat yang baik

B R. SetiawanPokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977, h.17.
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7) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorarjgriiekepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kntuelaksanakan suatu
hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungarasa dua orang tersebut
yang dinamakan perikatih

8) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanalen mhak yang satu
kepada pihak lain dengan pembebanan sanksi jigadtdu dilalaikan jika
kewajiban itu ditentukan oleh undang-undang, disé&lewajiban undang-
undang sedangkan jika kewajiban itu ditentukan gdehanjian, disebut
kewajiban perjanjial?

9) Hak adalah sesuatu yang diperbolehkan dari pihaldengan kewenangan

menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu

6. Metode Pendlitian
Kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penmiesnbutuhkan data akurat,
lengkap dan relevan dengan permasalahan yang dalahikan pada bagian
sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenisjiteam deskriptif yaitu suatu
penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan dan gk®gn ulang tentang

perbuatan melawan hukum dan ganti rugi.

a. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bengifiatlis normatif yaitu
menelaah keadaan yang ada di lapangan serta mdakti yang kemudian
dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peratperandang-undangan yang
berlaku.

14 .
Op.Cit. h.1.
> Abdul Kadir Muhammad Perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan, cet Ke-I, PT Citra
Aditya Bakti Bandung, 1992, h.10.
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b. Lokasi Penelitian

C.

d.

Lokasi penelitian yang diambil dalam rangka pesauli skripsi ini adalah
Kantor PT. PLN (Persero) P3B Jawa-Bali. Pemilinakasti tersebut didasarkan
pada petimbangan bahwa tempat tersebut dianggayp a@presentatif dalam

menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penuBkdpsi ini ada dua

macam, yaitu :

1) Data primer
Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumgberdiamati dan
dicatat pertama kalinya. Dalam hal ini penulis natakan penelitian
langsung pada lokasi penelitian yang telah diteariukiatasf(eld research).
Kemudian mengadakan penggalian data kepada respomde sumber
informasi yang telah ditentukan dalam hal ini m&layawancara langsung
dengan responden dalam hal ini staff Bidang Hulkdam pengacara hukum
PT. PLN (Persero) P3B Jawa-Bali.

2) Data Sekunder
Jenis data yang kedua ini merupakan data yangadgbedari hasil studi
pustaka ljbrary research). Dalam hal data-data diperoleh dari literatur-
literatur, majalah-majalah, kamus hukum, peratup@nundang-undangan
yang berhubungan dengan permasalahan diataspseeatian data melalui

internet.

Metode Pengumpulan Data

Yaitu mengadakan wawancara yang mendalam dengagaga&ra yang
bersangkutan dengan permasalahan ini dalam instdasi lembaga dimana
penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini penulis ngganakan interview bebas
terpimpin (controlled interview), yaitu wawancara yang menggunakaterview

guide berupa catatan-catatan pokok yang diarahkan pad@apalahan dan cara
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mengajukan pertanyaan diserahkan sepenuhnya padesekan penanya untuk
menghilangkan kekakuan dalam proses intenifeRengumpulan data dilakukan
dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas digegoleh dari instansi
dimana penelitian ini dilakukan. Selain itu juga mpelajari teori-teori dari
beberapa literatur serta artikel-artikel dari massdia yang berkaitan dengan
permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakugiakronisasi terhadap hasil
keduanya, sehingga diperoleh data yang dapat mebngthn masukan untuk
melengkapi analisa permasalahan dari penulisapss kmii.

e. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telahabgrdikumpulkan atau
dihimpun dalam penelitian, maka data-data diana&zara deskriptif kualitatif.
Dalam hal ini, apa yang dinyatakan responden letkra tertulis maupun secara
lisan diteliti dan dipelajari sebagai bagian yanhu Selanjutnya dalam
menganalisa data penulis menggunakan metode defsitapg dianalisa secara
kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan mandgarkan fakta-fakta tentang
masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta sskan pada ketentuan
yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Ddiam ini juga
membandingkan dengan teori-teori yang ada sehirdg@at menghasilkan

sebuah penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

7. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dari suatu tulisan ilmiadmpunyai peranan penting,
karena dengan adanya sistematika pembahasan terskfin memudahkan
skripsi itu sendiri. Adapun penulisan skripsi ierdiri dari lima bab yang terbagi

menjadi beberapa sub-bab. Sistematika tersebudltadabagai berikut :

16 Marzuki. Metodologi riset, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas IndondsiaYogyakarta, 1991,
h.55.
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BAB | : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang uraian tentangr laelakang
permasalahan, perumusan masalah, maksud dan pguoatisan,
kerangka teori dan kerangka konseptual, metodelipanedan

diakhiri dengan sistematika penulisan.
BAB |1 . TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI

AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Dalam bab ini berisikan tentang pengertian daritigamyi, dasar
hukum ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum ptams-
jenis ganti rugi.

BAB 111 : STUDI KASUS TENTANG PUTUSNYA KABEL
LAUT MILIK PT.PLN (Persero)
Dalam bab ini berisikan tentang mengenai kronolkgjadian
yang menyebabkan putusnya kabel listrik bawah laiata-biaya
yang ditimbulkan akibat putusnya kabelt Jawa-Madura milik
PT. PLN (Persero) .

BAB IV . TINJAUAN YURIDIS TENTANG

PEMBAYARAN GANTI RUGI AKIBAT
PUTUSNYA KABEL LAUT MILIK PT. PLN

(Persero)
Dalam bab ini berisikan tentang langkah yang diaku oleh
PT.PLN (Persero) dalam penyelesaian sengketa, kekdadala
penyelesaian klaim dan ganti rugi, serta prosesgso
penyelesaian klaim dan ganti rugi.
BAB V - PENUTUP
Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan daritassaran
yang dapat diberikan guna kemanfaatannya dalamapeag
hukum perdata di Indonesia

UPN " VETERAN' JAKARTA





